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FTENTANG

LIIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGE

TK ABA HARAFAN UMAT
KECAMATAN BANYUBIRU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
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KABUPATEN SEMARANG

bahwa mcmperhatikan surat Kepala saman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUIDY) TK
ABA Harapan Umat Kecamatan Banyubima Tanggal 28 Oktober 2019 nomor -
01/PCAMXAC2019 Permohonan perpanjangan [jin Pendirian PALILY, .

batwa dalam rangka pembinasn, umijh f;mirjli:ﬂmi dan pengendalian pendirian serts
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perln
adanya Ijin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; -

bahwa schubungan dengan huruf a dan b distas , perlu adanya Keputusan yang ditetzpkan
olch Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayann, Kepemudann dan Olahragn

Eabupaten Semarang.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang, Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkingan Provinsi Tawa Tengah;

Undang-Undsng Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilaysh
Kotapraja Salatign Dan Dacrah Swatantra Tingkat [ Scmarang (Lembamn Negarm
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);

Undangundang Nomor 25 Talmm 2000 Tenitang Program Pembangunan Masional
{Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Masional (Lembaran
Negamm Repubbik Indoncsia Talnm 2003 Nomor 78, Tambshsn Lembaran WNegara
Republik Indonesia Momor 4301);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389,

Undang-undang Nomor 32 Tahon 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah divbah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun ZWS'JngPmumumiummﬁlmHm
3 Tahun 2005 TMEWAMMMHMHTMMTME
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndmeﬁnumu-ﬁq.g}-‘
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional

Peraturan  Pemerintah Momor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor - Semarang
Negara Republik Indonesia Nomor 3500, b 114, Tambahan Lembaran
WWHMH Tahun 2000 T,
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Tembusan Kepada Yth. :
1. Korwilcam Bid. Pendidikan Kecamatan Banyubiru;

2 Arsip,

13 Temtang Pendidiicen Ansk Usis Diest —
l-““'-ﬂ'lﬁldﬂ-h SMomor 54 Talum
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6. Teknik Pesywsunan Dun Materi Mustss Frouduk-Produk Hulosn Desraly, —
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! Heermtuk Prodhul-produl. }ukwm = T ETHEE
Kopuiuwn Menten Dulam Megeri dan Otonomi Deersh Nomor 23 Tabon 2000 T
8. Prossdur Pemyusinen Proadub Hukum Ducrah: Kedua
: Peraturen Duerah Kabupsten Semarang No 10 Tabss 2013 Tentang Perubaian W2
19, Atss Persivras Diaersh Kabupsten Semarang Nomor 18 Tshan 2008 Tenmng C aa
Dian Tuts Kesja Dinas Diucrsh Kabupaten “emarang

MEMUTUSKAN
Memberikan ljin Pendirian Satuen Pendidilkan Anak Usis Dini (PAUD) kepada

Mama Lembmga TE ABA HARAPAN UMAT

Program Pendidikan Tornan Kansk - K snak

Alsmat JI Banyubiru — Brongkol KM.1 Dusun Tawangrejo RT.02/RW.14
F.ecamaten Banyubuu Kabupsten Semarang

Kepala TK I'sti Rabmawsti S Fd

lugas dan tanggung jawab kegintan lembaga schagaimana dimaksud diktum PERTAMA
sechagmi berilo

| Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan.
Wajib mentaat) peraturan perundangan yang berlsiy amo yang skan ditentmkan kemudian;
Wajib mengirimkan laporan berkala i ketemtmn menorat model yang ditemtukan; -
Tdak dibenarkan menggunaken istilab-istilah yang dipergunakan oleh pergurman tinggi:

e LS Ba

Pemberian ijin Pendirian akan dicabor, apabila

I. Penyelenggars Pendidikan Anak Usia Dini tidsk lagi menyelengzarakan kegiatan pelayanan

Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;

3. Diternukannya adanya kegiatan diluar proses kegiatan kependidilan;
4. Pemyclenggara tidsk menyampaikan laporan sclama 2 (dua) tabun bertunut-turst kepada
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudasn dan Olahraga Kabupaten Semarang.

Keputusan i juga berlsku sehagai ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Ansk Usia
Dhni;

Segala buaya yang imbul akibat dikeluarkannys keputusan ini dibebankan pada Penyelenggam;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka
Keputusan akan ditinjau kembali;

Eeputusan ini beriaku scjak tanggsl ditctspkan,

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 20 Nopember 2019
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